
LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD  

PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  

TAHUN ANGGARAN 2022  

BULAN OKTOBER DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

 

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR 

 A. Waktu Penyelenggaraan Rakor 

  Kamis, 10 November 2022  

 B. Pimpinan Rakor 

  Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah 

 C. Peserta Rakor 

  

1. Sekretaris 

2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III 

3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional 

4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji 

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

6. Pelaksana di masing-masing unit kerja 

 D. Notulis 

  Sub Bagian Program 

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 

 A. Realisasi sampai dengan bulan ini 

  a. Fisik = 86,34 % 

  b. 

Keuangan 
= 16.872.760.717 (81,32%)  

 B. Kegiatan yang berdeviasi fisik  

  

No Nama Kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 

Target 

Fisik 

(%) 

Realisasi Deviasi 

Fisik 

(%) 

Ket Fisik 

(%) 

Keuangan 

(Rp) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 
35.664.000   1.451.720   

1 

Pelaksanaan evaluasi 

dokumen perencanaan 

dan kinerja OPD 

35.664.000 99,40 3,68 1.451.720 (95,72) 

Anggaran 

menunggu 

perubahan 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 
7.320.000   5.786.372   

1 Operasional 7.320.000 83,33 79,04 5.786.372 (4,29)  

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

2.675.000   2.675.000   

 



1 
Sosialisasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 
2.675.000 75 47,26 2.675.000 (27,74) 

digeser di 

anggaran 

perubahan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

234.625.000   89.211.000   

1 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan 

234.625.000 38,38 37,95 89.211.000 (0,43)  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak 

Kewenangan Provinsi 

Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Keluarga untuk 

Mewujudkan KG dan 

Perlindungan Anak Kewenangan 

Provinsi dan Lintas 

Kabupaten/Kota 

29.390.000   11.957.000   

1 

Sosialisasi dan Advokasi 

Implementasi Perda di 

Kabupaten/Kota 

28.940.000 100 81,32 11.957.000 (18,68) 

Masih ada 

tindak 

lanjut dari 

tahap 

pertama 

pelaksanaan 

pilot project 

di Kota 

Semarang, 

untuk tahap 

selanjutnya 

masih 

menunggu 

assessment 

lanjutan 

dari tim 

2 

Evaluasi Pelaksanaan 

Sosialisasi dan Advokasi 

Implementasi Perda di 

Kab/Kota 

450.000 100 0 0 (100) 

Evaluasi 

masih 

menunggu 

tindak 

lanjut dari 

hasil 

assessment 

terhadap 

pilot project 

pada salah 

satu 

kelurahan 

di Kota 

Semarang 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Penyediaan Layanan 

Komprehensif bagi Keluarga 
80.740.000   67.920.600   



dalam Mewujudkan KG dan 

Perlindungan Anak yang Wilayah 

Kerjanya Lingkup Daerah 

Provinsi dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 

1. Persiapan 

Penyelengaraan Layanan 

bagi Keluarga 

80.740.000 84,16 80,17 67.920.600 (3,99)  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera 

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi 

dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 

Penyusunan dan Pemanfaatan 

Grand Design Pembangunan 

Kependudukan (GDPK) Tingkat 

Provinsi 

4.512.000   4.504.544   

1 

Persiapan Workshop 

Penyusunan Review 

Grand Design 

Pembangunan 

Kependudukan 

1.812.000 100 46,93 1.804.544 (53,07)  

2 

Pelaksanaan Workshop 

Penyusunan Review 

Grand Design 

Pembangunan 

Kependudukan 

2.700.000 100 56,07 2.700.000 (43,93)  

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 

Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga 

Pembinaan Peningkatan Akses 

dan Kualitas Ketahanan Keluarga 

dan Remaja 

61.003.000   54.596.071   

1 

Workshop Penurunan 

Angka Stunting melalui 

Kegiatan Kelompok BKB 

61.003.000 92,33 89,72 54.596.071 (2,61)  

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik 

Negatid s/d Bulan ini : 
10 0 0    

Jumlah SSK dengan Anggaran 

yang di 0 kan : 
5 0 0    

 

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA  

 Permasalahan  

 

Pada Bulan Oktober terdapat 8 kegiatan yang mengalami deviasi fisik antara lain : 

1. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu 

Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan dan kinerja OPD; 

2. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif 

yaitu Operasional; 

3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terdapat 1 

SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan; 

4. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat 1 SSK yang 

mengalami  deviasi negatif yaitu Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan; 

5. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak 

Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu 

 



Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Perda di Kabupaten/Kota dan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dan 

Advokasi Implementasi Perda di Kab/Kota; 

6. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan 

Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan Penyelengaraan Layanan bagi Keluarga; 

7. Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat 

Provinsi terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan Workshop Penyusunan Review 

Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Pelaksanaan Workshop Penyusunan Review Grand Design 

Pembangunan Kependudukan; 

8. Kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja terdapat 1 SSK yang 

mengalami deviasi negatif yaitu Workshop Penurunan Angka Stunting melalui Kegiatan Kelompok BKB; 

9. Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/TPPO bagi SDM UPTD PPA belum dapat dilaksanakan 

karena menyesuaikan perubahan (seksi PA); 

10. Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi pendamping perempuan korban bencana belum dapat dilaksanakan 

karena menyesuaikan perubahan (Seksi PP); 

11. Masih terdapat gagal salur penerima bantuan hibah Queensland pada tahap 1 (Seksi PHA); 

12. Data terkait indikator  KB pada aplikasi New Siga masih kurang akurat (seksi KB); 

13. Data di New Siga terkait Tribina dan UPPKA tidak update  dikarenakan aplikasi New Siga masih belum 

support secara optimal (Dalduk KS); 

14. Komitmen dari kab/kota terkait GDPK masih rendah (Dalduk KS); 

15. Kab/kota masih ada yang belum input data pada aplikasi Siga Jateng (Seksi Data); 

16. Jadwal menyesuaikan mitra kerja (BKOW) (seksi Parmas) 

 Upaya  

 

1. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/TPPO bagi SDM UPTD PPA pada bulan 

November 2022 (Seksi PA); 

2. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi pendamping perempuan korban bencana pada bulan 

Desember 2022 (seksi PP); 

3. Akan dilakukan tracking gagal salur dan penggantian penerima manfaat (seksi PHA); 

4. Koordinasi dengan BKKBN untuk memperoleh data yang akuratÂ (seksi KB); 

5. Rutin melakukan koordinasi dengan BKKBN terkait data di New Siga (Dalduk KS); 

6. Advokasi kab/kota dalam penyusunan GDPK (Dalduk KS); 

7. Meningkatkan upaya koordinasi untuk input data ke kab/kota (Seksi Data); 

8. Koordinasi dengan mitra kerja terkait (seksi Parmas) 

 

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN  

 

1. Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/TPPO bagi SDM UPTD PPA pada tanggal 14-15, 17-18, 21-

22 November 2022 (Seksi PA); 

2. Pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan perempuan dan anak (SPT); 

3. Rapat kasus (SPT); 

4. Pendampingan standarisasi Puspaga (seksi PHA); 

5. Mengikuti Hari Anak Sedunia di Manado (seksi PHA); 

6. Peringatan Hari Anak Sedunia tingkat Jawa Tengah (seksi PHA); 

7. Advokasi PPRG bagi pokja PUG Provinsi Jawa Tengah (seksi KHP) 

8. Bimtek pengawasan responsif gender di lingkungan Inspektorat (seksi KHP) 

9. Monev PPEP di 5 titik (seksi KHP) 

10. Peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan (seksi KHP) 

11. Monev advokasi KIE (seksi KIE) 

12. Peningkatan Kapasitas PPKBD (seksi KB) 

13. Safari Pelayanan KB (seksi KB) 

14. Pembahasan RAD KB (seksi KB) 

15. Sosialisasi Jo Kawin Bocah melalui PIK Remaja (Dalduk KS) 

16. Advokasi pencatatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di beberapa kab/kota (seksi 

Data); 

17. Konsultasi ke Kemen PPPA terkait pendataan pada aplikasi SIMFONI PPA (seksi Data); 

18. Koordinasi dengan BKKBN dan stakeholders terkait untuk penyusunan profil Kependudukan dan KB (seksi 

Data); 

19. Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyusunan profil PUG dan PUHA (seksi Data); 

20. Koordinasi dengan Dinas PPPA Kab/Kota untuk penguatan jejaring kelembagaan masyarakat bagi anak 

yang memerlukan perlindungan khusus (seksi Parmas) 

 

 

 



 


